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PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2015/PA. Nnk

P —

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan
Agama tersebut dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan

oleh:

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang masak hotel
Laura, pendidikan terakhir -, bertempat kediaman di Kabupaten

Nunukan, disebut Penggugat;

m e | a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir

SD, bertempat kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka

persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan tertanggal 10 Februari
2015, dengan register Nomor 37/Pdt.G/2015/PA. Nnk, tertanggal 10 Februari
2015, telah mengajukan gugatan cerai talak dengan mengemukakan alasan-

alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari’at Islam
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pada tanggal 25 April 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -,
tanggal 15 Desember 1992, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup
bersama di rumah kontrakan di Jalan Bhayangkara selama 6 (enam)
tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua
Tergugat di Jalan Rimba sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan suami istri yang baik (ba’da dukhul), dan telah dikaruniai 3
(tiga) orang anak bernama :

a. Anak Penggugat dan Tergugat 1, umur 21 tahun;
b. Anak Penggugat dan Tergugat 2, umur 20 tahun;
c. Anak Penggugat dan Tergugat 3, umur 18 tahun;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 1999 mulai
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:

a. Tergugat bermain cinta dengan dan selingkuh dengan
perempuan lain, Penggugat melihat dengan mata kepala
sendiri dan Tergugat juga mengakui sendiri bahwa ia bermain
cinta dengan wanita lain dan sekarang tergugat hidup
bersama dalam satu rumah dengan wanita tersebut di dekat
pasar pagi;

b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada
Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk
menghidupi anak-anaknya hingga sekarang;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah rumah sampai sekarang selama 16 (enam belas) tahun dan sejak
pisah sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah kumpul

layaknya suami isteri yang sah;
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Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sudah
bersedia lagi hidup bersama membina rumah tangga;

7. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak
sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu
perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta

berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat
(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis
Hakim telah berusaha mendamaikan  Penggugat dan Tergugat dengan
memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan
maksudnya bercerai dengan tergugat, bahkan Majelis Hakim telah
memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh usaha mediasi
sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.l. Nomor 1 Tahun 2008, dengan
menunjuk Saudara Muhlis, S.H.l., M.H, sebagai Hakim mediator untuk
mengusahakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
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e Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami-istri menikah
menurut syari’at di Nunukan;

* Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan
hubungan suami-istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

e Bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat bermain
cinta dengan dan selingkuh dengan perempuan lain, dan
sekarang sudah menikah dan hidup bersama dalam satu rumah
dengan wanita tersebut di dekat pasar pagi dan Tergugat tidak
pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat sehingga
Penggugat harus bekerja sendiri untuk menghidupi anak-anaknya
hingga sekarang;

e Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan sudah tidak saling peduli
lagi;

e Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat
karena sudah tidak mungkin bisa hidup rukun lagi bersama
Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah replik
dan dupliknya yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan
perkara ini, dan untuk singkatnya dianggap telah dimuat dalam pertimbangan
ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalii gugatan Penggugat telah
diakui sebagian dan dibantah sebagian oleh Tergugat, maka terhadap dalil-dalil
yang dibantah, majelis hakim akan membebani Penggugat dan Tergugat
dengan wajib bukti, sedangkan terhadap dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat,
oleh karena perkara ini lex spesialis perkara perceraian, Majelis Hakim tetap
akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut,
Penggugat telah mengajukan alat-alat berupa :

A. Surat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang di keluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, tertanggal

15 Desember 1992, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan
Bilyard, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak ipar Penggugat;

e Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang dahulu
menikah.

e Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan
baik dan bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara selama 6 tahun,
kemudian pindah ke jalan rimba hingga berpisah;

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami
istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

* Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara
Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
penyebabnya karena masalah ekonomi, dan Tergugat telah menikah
lagi dengan perempuan lain dan tinggal dengan perempuan tersebut;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai
sekarang sudah sekitar 16 (enam belas) tahun;

e Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak
sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2. Saksi 2, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada,
Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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adalah Teman Penggugat;

e Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang dahulu
menikah.

e Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan
baik dan bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara selama 6 tahun,
kemudian pindah ke jalan rimba hingga berpisah;

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami
istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

e Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara
Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
penyebabnya karena Tergugat sering main perempuan dan sekarang
telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal dengan
perempuan tersebut;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai
sekarang sudah sekitar 16 (enam belas) tahun;

e Bahwa selama berpisah mereka sudah tidak saling mengunjungi lagi;

e Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak
sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat
menyatakan menerima dan menyatakan sudah cukup dan tidak akan
mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat
menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun, dan telah mohon
putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya
telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat
uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa majlis hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui
mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2008 dengan mediator Muhlis, S.H.l.,M.H,
Hakim Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang dihubungkan dengan
pengakuan tergugat di depan persidangan, maka terlebih dahulu harus
dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang
telah dan masih terikat dalam perkawainan yang sah dan belum pernah
bercerai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan
yang pada pokoknya adalah sejak bulan Juni 1999 mulai sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat bermain cinta
dengan dan selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat melihat dengan
mata kepala sendiri dan Tergugat juga mengakui sendiri bahwa ia bermain cinta
dengan wanita lain dan sekarang tergugat hidup bersama dalam satu rumah
dengan wanita tersebut di dekat pasar pagi, Tergugat tidak pernah memberikan
nafkahnya kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk
menghidupi anak-anaknya hingga sekarang, setelah kejadian tersebut, antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 16 (enam
belas) tahun dan sejak pisah sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak
pernah kumpul layaknya suami isteri yang sah dan pihak keluarga Penggugat
sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun
Penggugat dan Tergugat sudah bersedia lagi hidup bersama membina rumah
tangga;

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah
memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan
membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama +

16 (enam belas) tahun dan Tergugat membenarkan pula bahwa penyebab
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dalil Permohonan Penggugat tersebut dan pada pokoknya Tergugat tidak
keberatan dicerai oleh Penggugat karena Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup
rukun bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5,6 dan 7,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua
mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg
sehingga keterngan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh
Penggugat tersebut maka telah ditemukan fakta-fakta tentang keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat di persidangan yang pada pokoknya bahwa
Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 April 1992, dan
sempat hidup rukun serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun kemudian
terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah
ekonomi, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal
dengan perempuan tersebut sampai sekarang, akhirnya Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar
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Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai
suami / istri;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang
terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal
22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah
tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 1999, di mana Pengugat dan Tergugat
pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah 16
(enam belas) tahun lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai
suami/ istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa
tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah, sudah tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana

dikehendaki oleh Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21:

Jazy Ll lgiSui)  (olgjl pSamisl o oS 35 Ol ail os
do> 9 8390 pSiu

09,585 psil e ¥ s o 0l

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami

s
15

% 4

I ”_'.. b

oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka
dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah )
kepada keduanya atau setidak-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau
Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan
dalil syar’i, yaitu berupa qaidah figh yang termuat di dalam Kitab “Al-Asybah
wan-Nadloir’, halaman 60, yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim
dalam putusan ini yang berbunyi :

tdlan]l cd> (e paso duwlaol <50

Artinya : “Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus
didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang
membawa manfaat/kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan
Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi
pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah
hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan
putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
(PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah
(PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat
dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan
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kepada Penggugat;
Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;
ME NGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah, oleh kami Muhlis, S.H.l., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, Lc., M.H.l. dan H. Fitriyadi, S.H.l. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.
Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

dan Tergugat;

Disclaimer
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Hakim Ketua Majelis,
Angg
otal,

ttd
ttd Muhlis, S.H.Il.,M.H

Mulya
di,
LC.,
M.HI

Hakim
Angg
ota ll,

ttd

H.
Fitriy
adi,
S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses

3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi

5. Biaya Materai

Jumlah
Rp.
30.000,00
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Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

50.000,00
150.000,00
5.000,00
6.000,00
241.000,00
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